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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendlitian

Sejalan perubahan peraturan perundangan yang naengeshgelolaan
keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yakni dengaraddemennya UU No. 22
tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004 tenfaagerintahan Daerah. Dan
juga diikuti dengan amandemen atas PermendagrilRaahun 2006 menjadi
Permendagri No. 59 tahun 2007 tent&®egoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terlepas dari perubahan perundangan tersebut, lp&agen sumber daya ke
dalam anggaran belanja modahital expenditure) merupakan sebuah proses
yang sarat dengan kepentingan-kepentingan polfikggaran ini sebenarnya
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akeansadan prasarana umum
yang disediakan oleh Pemda. Namun, adanya kepantipglitik dari Legislatif
yang terlibat dalam proses penyusunan anggaranehabkan alokasi anggaran
belanja modal sering tidak efektif dalam memecalgermasalahan publik.

Dalam hal ini peran Pemda sebagai pihak Eksekutitn Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pihakislag, menjadi penentu
dalam melakukan kebijakan anggaran yang akan diarilebijakan anggaran
merupakan sebuah produk hukum perundang-undangsih Kesjasama antara
kedua lembaga tersebut. “Berdasarkan pembedaaan pgan persaman fungsi
Legislatif dan Eksekutif, menunjukkan bahwa anthegislatif dan Eksekutif

terjadi hubungan keagenan” (Halim, 2001; Halim & d&bah, 2006). Pada
1



pemerintahan, peraturan perundangan secara impiaitipakan bentuk kontrak
antara Eksekutif, Legislatif, dan publik.

Menurut Frceman (dalam Nordiawan, 2007: 19) anggadalah sebuah

proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publikk mengalokasikan

sumber daya yang dimiliki kedalam kebutuhan-kebarutyang tidak

terbatas. Anggaran daerah merupakan rencanaanggan Yyang

menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan kpubli

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut #magg Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propimeaupun kabupaten dan
kotamadya. Proses penyusunan anggaran pasca UBRNahun 2004 melibatkan
dua pihak yaitu Eksekutif dan Legislatif. Dan masmasing melalui sebuah
tim atau panitia anggaran. Adapun Eksekutif sabpglaksana operasionalisasi
daerah, berkewajiban membuat draft atau rancangaBDA yang hanya bisa
diimplementasikan jika sudah disahkan DPRD dalavsgs ratifikasi anggaran.

Lingkup anggaran terutama untuk alokasi anggaralanjze modal,
menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemdal iHi terkait dengan
dampak anggaran terhadap kinerja Pemda, sehubutigiagan fungsi Pemda
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. jBelan DPRD akan
mengawasi kinerja Pemda melalui anggaran. Bentukggwasan ini sesuai
dengan agency theory, dimana Pemda sebagai agen dan DPRD sebagai
principal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggsqrada suatu Pemda
menjadi relevan dan penting.

Sehingga pergeseran komposisi belanja meampakupaya logis
yang harus dilakukan Pemda setempat dalam rangiaingkatkan tingkat

kepercayaan publik. Pergeseran komposisi belanjaadap belanja modal



ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalaemtbk aset tetap, yakni
peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetapya. Semakin tinggi tingkat
investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tasalpelayanan publik,
karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat yaldelanja modal merupakan
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan pulelikRemda.

Pergeseran komposisi belanja sebagai sebuah kabijaklanja yang
dilakukan oleh Pemda di Jawa Barat dapat dilihdagaafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1

Persentase Anggar an Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Total
Pada Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barat Tahun 2007
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Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkanBRg, 2009

Namun kenyataan menunjukkan seperti terlihat padéikgl.1 bahwa,
kebijakan anggaran belanja yang dilakukan sangaikuuntuk alokasi Anggaran
Belanja Modal. Dimana sebagian besar kabupaterkotamadya di Jawa Barat
hanya mampu melakukan alokasi Anggaran Belanja Mdd&®awah 21,65%.

Apalagi untuk Kabupaten Sumedang seperti terlindapyrafik 1.1 hanya mampu



melakukan anggaran belanja modal sebesar 13,26Poh&sa Kotamaya Banjar
yang melakukan anggaran belanja modal mencapah%ilgri anggaran belanja
total tahun 2007. Pergeseran komposisi belanjagsebapaya logis dalam
meningkatkan pelayanan publik, belum mampu dilakkan Pemda.

Grafik 1.2
% Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal Tahun 2007
Pada Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Bar at
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Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkanBaig, 2009

Kebijakan anggaran untuk belanja modal yang kudipgrparah dengan
penurunan pertumbuhan Anggaran Belanja Modal padant anggaran 2007
yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 peloerdpa kabupaten dan
kotamadya di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pgdafik 1.2 di atas. Adapun

kabupaten dan kotamadya yang melakukan alokaseaagdebih kecil dari tahun



lalu yaitu Kabupaten Cirebon (-12,14%), Kabupatearavang (-18,01%),
Kabupaten Sumedang (-12,248%), Kotamadya Bogor6192), Kotamadya
Sukabumi (-7,93%), dan Kotamadya Tasikmalaya (%)73

Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang dikdn oleh Pemda
masih sangat rendah dalam bidang belanja modald®dx@lum mampu untuk
memperbanyak investasi dalam bentuk aset. Sehitiggkat pembangunan di
daerah masih sangat rendah dan sulit untuk berkegmi&eharusnya dalam era
otonomi, Pemda sudah fokus untuk melakukan berbpgaibangunan yang
mampu menigkatkan kesejahteraan rakyat. SaragitfanjdBarwanto, 2007: 4)
menyatakan bahwa ‘pemanfaatan belanja hendaknyekaktkan untuk hal-
hal produktif, misal untuk melakukan aktivitasng@ngunan’. Sejalan dengan
pernyataan tersebut, Stine (dalam Darwanto, 200Q7:ményatakan bahwa
‘penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyakiukunprogram-program
layanan publik’. Kedua pendapat ini menyiratkan tpgmya alokasi belanja
modal untuk berbagai kepentingan publik dalam debhalanja modal.

Apalagi dengan berbagai sumber pendapatan yaagnat oleh Pemda
selam ini. Selain Pendapatan Asli Daerah yang bk daeah itu sendiri,
Pemda juga mendapatkan Dana Perimbangan dari peamerpusat untuk
mengurangi kesenjangan fiskal baik secara horitqatatar Pemda) maupun
vertikal (dengan pemerintah pusat) di dalam melakytembelanjaan.

Menurut Abdullah & Halim (dalam Abdullah & Halim 28: 6)

‘menemukan bahwa sumber pendapatan daerah bermoapagéan asli daerah



(PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadapnjbeldaerah secara

keseluruhan'.

Merujuk pada pernyataan tersebut, dimana sumbedagpatan baik
Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangara(Bkasi Umum dan
Dana Bagi hasil) akan berkontribusi cukup besahaap alokasi Angaran
Belanja Modal. Namun kenyataan menunjukan bahwabsumpendapatan yang
meningkat seperti terlihat pada grafik 1.3 untukn®®lokasi Umum, grafik 1.4
untuk Dana Bagi Hasil, dan grafik 1.5 untuk Pent@paAsli Daerah, tidak
diiringi kenaikan Anggaran Belanja Modal sepetrtiiltb@t pada grafik 1.2 di atas.

Grafik 1.3

% Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Tahun 2008
Pada K abupaten dan Kotamadya di Jawa Bar at
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Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkanBrRig, 2009
Berdasarkan grafik 1.3 di atas dapat diketahui lsakemua kabupaten

dan kotamadya di Jawa Barat mengalami kenaikarumpérihan penerimaan



Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, berupa Ba#okasi Umum. Dan
secara rata-rata dapat terlihat kenaikan tersebotapai lebih dari 10%.
Kenaikan penerimaan pendapatan berupa Dana Alakasn juga diikuti
dengan kenaikan Dana bagi Hasil, yang juga merupBlkana Perimbangan dari
pemerintah pusat. Kenaikan Dana Bagi Hasil dapiaiatlippada grafik 1.4 berikut:
Grafik 1.4

% Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Tahun 2008
Pada Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Bar at
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Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkanBRig, 2009

Sama halnya dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Has seperti
terlihat pada gambar 1.4 mengalami kenaikan peninaub pendapatan, dan
melebihi penerimaan Dana Alokasi Umum. Dimana hasepiua kabupaten dan
kotamadya mengalami kenaikan pertumbuhan pendapddensebagaian besar
mengalami kenaikan mencapai 10%. Dan seperti yakefathui bahwa, Dana

Bagi Hasil merpukan hasil bagi keuntungan dengamepiatah pusat dari sumber



daya alam dan pajak yang ada di daerah berdaspew@entase yang tertentu.
Dan Dana Alokasi Umum adalah dana hibah murniglmerintah pusat

Sedangkan sumber daya asli daerah yang sangatatian oleh Pemda
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diperolen gajak daerah, retribusi
daerah, dan pendapatan lain yang menjadi hak Pehadgun pertumbuhan dari
PAD pada setiap kabupaten dan kotamadya di Jawat Bapat dilihat pada
grafikl1.5 di bawah ini:

Grafik 1.5

% Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007
Pada Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Bar at
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Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkanBRlg, 2009

Sama halnya denga dua jenis dana PerimbangansdiRA® pada grafik
1.5 menunjukan bahwa terjadi kenaikan pertumbubamdg@patan. Dan hampir
semua kabupaten dan kotamadya mengalami kenaiktumieihan pendapatan,
kecuali untuk beberapa kabupaten. Yaitu Kabupateramayu, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subldabupaten Sumedang,



dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan penurunan pertumbyendapatan dari
kabupaten tersebut tidak mencapai -10%.

Perlu dipahami pula, bahwa ‘Anggaran sektor pubkmnerintah daerah
dalam APBD merupakamutput pengalokasian sumber daya”. “Adapun
pengalokasian ~ sumber daya = merupakan permasalaldasar dalam
penganggaran sektor publik’ (Key 1940 dalamzzard, 2001). Sumber daya
sebagai pendapatan Pemda merupakan hal yang ssudgatintuk ditentukan
kepastian akan besarnya. Pemda dituntut kejehdandmelakukan pengalokasian
sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya peni@apdari daerah itu sendiri,
maupun sumber daya penerimaan dari luar, berupa Pammbangan dari Pusat.

Dan dengan dukungan otonomi dan desentralisasal fd&ri pemerintah
pusat, menjadi sebuah keharusan untuk Pemda dagdakukan alokasi anggaran
dengan lebih baik lagi. “Tuntutan untuk mengubsafiuktur belanja menjadi
semakin kuat, khususnya pada Pemda yang mengakgasikas fiskal rendah”
(Halim, 2001). Diharapkan dengan alokasi anggayamg sesuai dapat
meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mgeardnaman investasi baik
dari luar maupun dari dalam. Dan pada akhirnya atergumber daya pendapatan
yang potensial bagi Pemda.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sliataaka judul
penelitian yang diangkat pada skripsi ini, adalah:
HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA BAGI HASIL DENGAN ANGGARAN BELANJA MODAL

PADA KABUPATEN DAN KOTAMADYA DI JAWA BARAT
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, ama#&pat dirumuskan
beberapa masalah yang akan menjadi fokus penely@én sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah, Dara#\lmum, dan
Dana Bagi Hasil pada kabupaten dan kotamadya ¢i Banat?
2. Bagaimana gambaran Anggaran Belanja Modal pada pkaéo dan
kotamadya di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat hubungan antara Pendapatan AstaDabPana Alokasi
Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial dan samuldengan

Anggaran Belanja Modal pada kabupaten dan kotamdidjava Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Pen€litian

1.31 Maksud Penélitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untukngkeji fenomena
besarnya alokasi anggaran yang dilakukan oleh Péadama dengan DPRD

setempat, terutama yang berhubungan dengan akok@garan belanja modal.

1.3.2 Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagaikit:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran PendapattiAerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil pada kabupaten ldgamadya di

Jawa Barat
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran Anggaraar@Modal pada
kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat

3. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan antara Patala Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil reeparsial dan
simultan, dengan Anggaran Belanja Modal pada kakuap#an kotamadya

di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian
Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki keganaaik untuk penulis

maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegudaampenelitian ini adalah

1.4.1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis diaantgia sebagai berikut:

1. Untuk dapat menambah wawasan yang lebih mendalamgyenai Kinerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam habaoyg dengan
besarnya alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pebpedsama-sama
dengan DPRD setempat terhadap pembelanjaan terb&larga modal.

2. Dapat dijadikan sebagai pengembangan pengetahigam déasiplin ilmu
Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan maupundjéanen Keuangan
Daerah dan Anggaran Daerah.

3. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian sdlag.
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1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adakdbagai bahan
pertimbangan bagi Pemda dan DPRD dalam melakukaitasil penganggaran
dalam APBD terutama dalam melakukan kebijakan Ieelerodal dalam upaya

meningkatkan pelayanan publik.



